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ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan narkotika juga banyak terjadi dalam lingkup wilayah hukum Kalimantan Selatan,
di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IlA Karang Intan dihuni oleh Narapidana sebanyak 1588 Orang
dan Tahanan sebanyak 9 orang terhitung pertanggal 27 Juni 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak
pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapat perhatian serius, khususnya dalam sanksi pemidanaannya,
agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan
bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan dengan efektif. Sehingga permasalahan narkotika
tersebut dapat segera teratasi.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana
ketentuan mengenai kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam
melaksanakan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika. Bagaimana efektivitas pelaksanaan dan
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika pada Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IlA Karang Intan.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1IA Karang Intan, metode penelitian
yang dilakukan vyaitu metode empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai
kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam melaksanakan pembinaan
terhadap narapidana residivis narkotika dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dan hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas 1A Karang Intan.

Hasil yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini antara lain adalah bahwa dalam proses pembinaan narapidana
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1A Karang Intan yang disebut sebagai Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1IA Karang Intan telah
mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria tapi belum efektif yang seharusnya
diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IlA Karang Intan masih banyak banyak terdapat hambatan-hambatan, untuk meminimalisir
hambatan-hambatan tersebut ada beberapa upaya yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Untuk
lebih mengakrabkan diri serta menjalin tali silaturahmi antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan dalam
menunjang proses pembinaan dan mengefektifkan pengamanan, pihak lembaga pemasyarakatan lebih banyak
melakukan pendekatan persuasif dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berwujud rekreasional.
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ABSTRACT

Narcotics abuse problems also occur frequently within the jurisdiction of South Kalimantan, the Karang Intan
Class I1A Narcotics Correctional Institution is inhabited by 1588 inmates and 9 prisoners as of 27 June 2022.
This condition shows that the crime of narcotics abuse must receive serious attention. , especially in terms of
criminal sanctions, so that later the application of criminal sanctions aimed at rehabilitation, coaching, and
guidance to prisoners can actually run effectively. So that the problem of narcotics can be resolved immediately.
Based on the background description, the following problems can be formulated: What are the provisions
regarding the authority of the Karang Intan Class IIA Narcotics Correctional Institution in carrying out
guidance for narcotics recidivist prisoners? How is the effectiveness of the implementation and the obstacles
faced in the implementation of guidance for narcotics recidivist prisoners at the Class IIA Karang Intan
Narcotics Correctional Institution?



This research was carried out at the Narcotics Correctional Institution Class 1A Karang Intan, the research
method used was the empirical method. This study aims to determine the provisions regarding the authority of
the Narcotics Correctional Institution Class I1A Karang Intan in carrying out coaching for narcotics recidivist
prisoners and to determine the effectiveness of the implementation and the obstacles faced in the implementation
of coaching for narcotics recidivist prisoners at the Class 1A Narcotics Correctional Institution Karang Intan.
The results obtained by the authors in this study, among others, are that in the process of fostering narcotics
prisoners at the Class 1A Karang Intan Narcotics Correctional Institution who are referred to as Narcotics
Correctional Persons (WBP) at the Class I1A Narcotics Correctional Institution Karang Intan have received
fairly good guidance and almost meet the criteria but have not been effective that should be given by the
Correctional Institution. The process of implementing guidance at the Class IIA Karang Intan Narcotics
Correctional Institution is still a lot of obstacles, to minimize these obstacles there are several efforts carried
out by the correctional institution. To better familiarize themselves and establish friendships between officers
and correctional inmates in supporting the coaching process and making security more effective, the
correctional institution takes a more persuasive approach in the form of recreational activities.
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